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Abstrak 

Kebanyakan pungutan liar dipungut oleh pejabat atau aparat. Walaupun hal tersebut 

termasuk ilegal, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Kajian ini 

merumuskan permasalahan yang bersifat ontologi, epistimologi, dan aksiologi dalam 

lingkup pungutan liar, yaitu mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan 

liar, faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar, dan manfaat penegakan hukum 

terhadap pungutan liar. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pungutan liar (sogokan, 

uang pelicin, salam tempel) adalah tindak pidana penipuan, tindak pidana pemerasan, 

dan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar adalah 

penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya 

organisasi, terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan 

oleh atasan, serta pelaku dituntut untuk menyetorkan sebagian hasil pungutannya 

kepada oknum tertentu. Manfaat penegakan hukum terhadap pungutan liar adalah setiap 

tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa 

memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri sehingga memberi 

manfaat dan berdaya guna bagi masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum 

untuk mencapai suatu keadilan serta untuk menghilangkan anggapan masyarakat bahwa 

praktek pungutan liar sebagai pembenaran serta bagi pelaku itu sendiri akan timbul 

mental yang baik serta timbul jiwa untuk berjuang atau jiwa untuk berusaha. 

 

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pungutan Liar, Korupsi, Pemerasan, Penipuan 

 

Abstract 

Most illegal levies are levied by officials or officials. Although this is illegal, in reality it 

is common in Indonesia. This study formulates the problems that are ontological, 

epistemological, and axiological in the scope of illegal levies, namely regarding acts 

categorized as illegal levies, the factors causing wild levies, and the benefits of law 

enforcement against illegal levies. Acts categorized as illegal levies (bribes, facilitation 

payments, sticky notes) are criminal acts of fraud, extortion and corruption. Factors 

causing illegal levies are abuse of authority, mental factors, economic factors, cultural 

and cultural factors of the organization, limited human resources, weak systems of 

control and supervision by superiors, and perpetrators are required to deposit a portion 

of the results of the levies to certain elements. The benefit of law enforcement against 

illegal levies is that every crime committed by anyone must be dealt with firmly 

regardless of status, although the perpetrators are law enforcement officers themselves 

so as to provide benefits and efficacy for people who expect law enforcement to achieve 

justice as well as to eliminate the public's perception that the practice of extortion as a 

justification as well as for the perpetrators themselves will arise good mentality as well 

as arising a soul to struggle or a soul to try. 
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A. Pendahuluan 

Dalam setiap pelayanan publik maka 

akan selalu berhubungan birokrasi, 

birokrasi itu sendiri merupakan suatu 

prosedur atau cara mekanisme kerja 

dalam suatu instansi tertentu, suatu 

mekanisme kerja yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintahan dalam melayani 

masyarakat. Dari proses pelayanan 

inilah kerap timbul perbuatan-perbuatan 

yang menyimpang/perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum berupa 

pungutan uang yang tidak seharusnya 

dilakukan aparatur negara tersebut 

kepada masyarakat yang sedang 

mengurus kepentingan hal tertentu di 

intansi pemerintahan atau instansi 

pelayanan publik. Sehingga ada 

anggapan bahwa di setiap birokrasi 

akan selalu ada korupsi, birokrasi dan 

korupsi merupakan dua sisi mata uang 

yang sulit dipisahkan, hal ini lebih 

dikenal dengan istilah korupsi 

birokrasi.1 

 Pungutan liar (pungli) merupakan 

pengenaan biaya di tempat yang tidak 

seharusnya biaya dikenakan atau 

dipungut. Kebanyakan pungli dipungut 

oleh pejabat atau aparat, walaupun 

pungli termasuk ilegal dan digolongkan 

sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal 

ini jamak terjadi di Indonesia.2 Dengan 

pertimbangan bahwa praktik pungutan 

liar (Pungli) telah merusak sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, pemerintah memandang 

perlu upaya pemberantasan secara 

tegas, terpadu, efektif, efisien, dan 

mampu menimbulkan efek jera. Dalam 

upaya pemberantasan pungutan liar itu, 

pemerintah memandang perlu dibentuk 

                                                             
1  Warfian Saputra, Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada 

Sektor Pelayanan Publik, Wajah Hukum Volume 

1 Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 84-85. 
2  Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak 

Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar, 

Ziswaf, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 40. 

satuan tugas sapu bersih pungutan liar. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, 

Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 

2016 telah menandatangani Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 

2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut 

Satgas Saber Pungli. Pembentukan 

satgas pungli ini kemudian 

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah 

dengan pembentukan satgas saber 

pungli didaerah-daerah. Pembentukan 

satgas ini merupakan sesuatu hal yang 

positif, dan mendapat sambutan yang 

baik dari masyarakat. Karena tujuan 

dari pembentukan satgas ini adalah 

demi mewujudkan pelayanan publik 

yang bersih dan melayani. Menko 

Polhukam Wiranto yang memimpin 

langsung Operasi Pemberantasan 

Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  

menegaskan, pemerintah sangat serius 

menangani pemberantasan pungli. 

Pemerintah juga cukup antusias karena 

tanggapan publik sungguh sangat luas 

dan mengisyaratkan adanya suatu 

dukungan penuh terhadap langkah-

langkah pemerintah.3 Berdasarkan hal 

ini, diketahui bahwa pungutan liar 

adalah salah satu dari banyaknya bentuk 

kejahatan. 

Menurut G.W. Bawengan, pengertian 

kejahatan dapat dibedakan menurut 

penggunaannya masing-masing, yaitu 

pengertian secara praktis, pengertian 

secara religius, dan pengertian secara 

yuridis. 

1. Pengertian kejahatan secara 

praktis: Perbuatan-perbuatan 

wajar disebut kebaikan dan 

kebalikannya yang di seberang 

garis itu disebut kejahatan. 

Kejahatan dalam pengertian 

secara praktis itu adalah suatu 

pengertian yang merupakan 

                                                             
3  Ibid., hlm. 41-42. 



3 

campur bauran arti kejahatan dari 

bermacam-macam norma, yaitu 

norma agama, kebiasaan, 

kesusilaan dan norma yang 

berasal daripada adat istiadat. 

2. Pengertian kejahatan secara 

religius: Kejahatan dalam 

pengertian secara religius juga 

mengenal kebaikan dan kejahatan 

sebagai faktor-faktor yang saling 

bertentangan. Sebagai manusia 

beragama, ber-Tuhan, maka 

kepercayaan akan adanya Roh 

Suci dan akan adanya pula Roh 

Jahat, setan atau iblis, kiranya 

tidak lagi merupakan persoalan. 

Kejahatan dalam arti religius itu 

mengidentikkan arti kejahatan 

dengan dosa, sehingga setiap dosa 

terancam dengan hukuman api 

neraka terhadap jiwa yang 

berdosa. 

3. Pengertian kejahatan secara 

yuridis: Kejahatan dalam arti 

yuridis berbeda dengan kejahatan 

secara praktis dan religisus. Hal 

ini misalnya diketahui di dalam 

sistem Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Indonesia 

yang membedakan antara 

perbuatan-perbuatan yang 

digolongkan pelanggaran dan 

perbuatan-perbuatan yang 

digolongkan kejahatan. KUHP 

Indonesia itu sendiri terdiri atas 

tiga buku: Buku pertama: 

Peraturan Umum, Buku kedua: 

Kejahatan, dan Buku ketiga: 

Pelanggaran.4 

Kejahatan dapat dipandang sebagai 

obyek hukum pidana maupun sebagai 

obyek kriminologi. Hukum pidana 

memperhatikan kejahatan sebagai 

peristiwa pidana yang dapat 

mengancam tata tertib masyarakat, dan 

                                                             
4  G.W. Bawengan, Pengantar Psychologi 

Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 

18-20. 

oleh karena itu kepada manusia yang 

bertindak sebagai pelaku peristiwa 

tersebut. Hukum Pidana memberikan 

pula ancaman hukuman. Sedangkan 

kriminologi memperhatikan kejahatan 

bukan pada peristiwa pidananya, 

melainkan kejahatan merupakan suatu 

gejala sosial, yaitu yang diperhatikan 

ialah pelakunya dalam kedudukannya di 

tengah-tengah masyarakat atau dengan 

kata lain memperhatikan penjahatnya.5 

Kejahatan menurut J.E. Sahetapi, 

erat hubungannya dan bahkan menjadi 

sebagian dari hasil budaya itu sendiri, 

ini berarti semakin tinggi tingkat 

budaya dan semakin modern suatu 

bangsa, maka semakin modern pula 

kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan 

cara pelaksanaan dari kejahatannya.6 

Salah satu bentuk kejahatan yang 

sekaligus menjadi objek dalam kajian 

ini sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya adalah terkait dengan 

pungutan liar. Oleh karena itu, kajian 

selanjutnya adalah berisikan paparan 

mengenai kebijakan kriminal secara 

umum dan kebijakan kriminal terkait 

kejahatan pungli secara khusus. 

Marc Ancel menyatakan politik 

hukum pidana merupakan suatu ilmu 

sekaligus seni yang mempunyai tujuan 

praktis untuk memungkinkan peraturan 

hukum positif dirumuskan secara lebih 

baik dan untuk memberi pedoman 

kepada pembuat undang-undang, 

pengadilan yang menerapkan undang-

undang dan kepada para pelaksana 

putusan pengadilan. A. Mulder 

mengemukakan secara rinci tentang 

ruang lingkup politik hukum pidana 

yang menurutnya bahwa politik hukum 

pidana adalah garis kebijakan untuk 

menentukan: 1. Seberapa jauh 

ketentuan-ketentuan pidana yang 

berlaku perlu dilakukan perubahan atau 

                                                             
5  Ibid., hlm. 21-22.  
6  B. Bosu, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha 

Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 12. 
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diperbaharui; 2. Apa yang dapat 

diperbuat untuk mencegah terjadinya 

kejahatan; dan 3. Cara bagaimana 

penyidikan, penuntutan, peradilan dan 

pelaksanaan pidana harus 

dilaksanakan.7 

Defenisi Mulder di atas bertolak dari 

pengertian “sistem hukum pidana” 

menurut Marc Ancel yang menyatakan, 

bahwa tiap masyarakat yang terorganisir 

memiliki sistem hukum pidana yang 

terdiri dari: 1. peraturan-peraturan 

hukum pidana dan sanksinya; 2. suatu 

prosedur hukum pidana; dan 3. suatu 

mekanisme pelaksanaan pidana.8 

Pada hakekatnya, kebijakan hukum 

pidana (penal policy, criminal policy, 

atau strafrechtpolitiek) merupakan 

proses penegakan hukum pidana secara 

menyeluruh atau total. Menurut 

Wisnubroto, kebijakan hukum pidana 

merupakan tindakan yang berhubungan 

dalam hal-hal: 

1. Bagaimana upaya pemerintah 

untuk menanggulangi kejahatan 

dengan hukum pidana; 

2. Bagaimana merumuskan hukum 

pidana agar dapat sesuai dengan 

kondisi masyarakat; 

3. Bagaimana kebijakan pemerintah 

untuk mengatur masyarakat 

dengan hukum pidana; 

4. Bagaimana menggunakan hukum 

pidana untuk mengatur 

masyarakat dalam rangka 

mencapai tujuan yang lebih 

besar.9 

Menurut Sudarto, teori kebijakan 

kriminal adalah keseluruhan asas dan 

metode yang menjadi dasar dari reaksi 

terhadap pelanggaran hukum yang 

                                                             
7  Fernandes Edy Syahputra Silaban, L. 

Erwina, dan Mahmud Mulyadi, Kebijakan 

Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak 

Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal 

Mahupiki, 2012, hlm. 11-12. 
8  Ibid., hlm. 12. 
9  Ibid., hlm. 13-14. 

berupa pidana.10 Kebijakan kriminal 

adalah suatu usaha yang rasional dari 

masyarakat dalam menanggulangi 

kejahatan yang mencakub antara lain 

upaya penanggulangan secara penal dan 

upaya penanggulangan non penal. 

Upaya penanggulangan kejahatan lewat 

jalur penal adalah suatu usaha 

bagaimana membuat dan merumuskan 

suatu perundang-undangan pidana yang 

baik atau suatu ilmu sekaligus seni yang 

bertujuan untuk memungkinkan 

peraturan hukum positif dirumuskan 

secara lebih baik.11 

Berdasarkan pengertian politik 

hukum pidana yang dikemukakan di 

atas, baik oleh A. Mulder maupun yang 

lain, maka ruang lingkup kebijakan 

hukum pidana sesungguhnya meliputi 

masalah yang cukup luas, yaitu meliputi 

evaluasi terhadap substansi hukum 

pidana yang berlaku saat ini untuk 

pembaharuan substansi hukum pidana 

pada masa yang akan datang, dan 

bagaimana penerapan hukum pidana ini 

melalui komponen Sistem Peradilan 

Pidana, serta yang tidak kalah 

pentingnya adalah upaya pencegahan 

terhadap kejahatan. Upaya pencegahan 

ini berarti bahwa hukum pidana juga 

harus menjadi salah satu instrumen 

pencegah kemungkinan terjadinya 

kejahatan. Ini juga berarti bahwa 

penerapan hukum pidana harus 

mempunyai pengaruh yang efektif 

                                                             
10  Ridayani, Mohd. Din, dan M. Saleh Syafei, 

Penanggulangan Komunitas Punk dalam 
Perspektif Kebijakan Kriminal di Kota Banda 

Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana 

Universitas Syiah Kuala, Volume 4, No. 4, 

November 2016, pp. 22-25, hlm. 23. 
11  Mhd. Azhali Siregar, Syafruddin Kalo, 

Madiasa Ablisar, dan Rosnidar Sembiring, 

Kebijakan Kriminal dalam Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian 

Hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara, USU 

Law Journal, Vol. 5, No. 2 (April 2017), 57-70, 

hlm, 59. 



5 

untuk mencegah sebelum suatu 

kejahatan terjadi.12 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik melakukan penelitian dalam 

lingkup kebijakan kriminal di bidang 

pungutan liar dengan membatasi kajian 

terhadap unsur ontologi, unsur 

epitimologi, dan unsur aksiologi dari hal 

tersebut dengan judul “Kebijakan 

Kriminal terhadap Pungutan Liar”. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menjelaskan perbuatan yang 

dikategorikan sebagai pungutan liar, 

faktor-faktor penyebab terjadinya 

pungutan liar, dan manfaat penegakan 

hukum terhadap pungutan liar. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Metode pengumpulan data 

yang dilakukan adalah studi 

kepustakaan dengan melakukan kajian 

terhadap literatur-literatur yang terkait 

dengan objek penelitian ini. Analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif. 

B. Pembahasan dan Analisis 

1. Perbuatan yang Dikategorikan 

sebagai Pungutan Liar 

Uraian di bawah ini didasarkan atas 

pertanyaan yang bersifat ontologi13, 

                                                             
12  Fernandes Edy Syahputra Silaban, L. 

Erwina, dan Mahmud Mulyadi, Op. Cit., hlm. 

14. 
13  Filsafat atau disebut juga ilmu filsafat, 

mempunyai beberapa cabang ilmu utama. 

Cabang Ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, 

epistimologi, tentang nilai (aksiologi), dan 

moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas 

tentang hakikat mendasar atas keberadaan 

sesuatu. Epistimologi membahas pengetahuan 
yang diperoleh manusia, misalnya mengenai 

asalnya (sumber) dari mana sajakah 

pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah 

ukuran kebenaran pengetahuan yang telah 

diperoleh manusia itu dan bagaimanakah 

susunan pengetahuan yang sudah diperoleh 

manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi 

adalah bagian dari filsafat yang khusus 

membahas mengenai hakikat nilai berkaitan 

dengan sesuatu. Sedangkan filsafat moral 

membahas nilai berkaitan dengan tingkah laku 

yaitu “apa saja perbuatan yang 

dikategorikan sebagai pungutan liar?” 

Berdasarkan pertanyaan tersebut, 

persoalan utamanya adalah hakikat dari 

suatu perbuatan dinyatakan sebagai 

pungutan liar. 

Menurut Muhamad Erwin, ontologi 

mempersoalkan adanya segala sesuatu 

yang ada “ens”, “being”, “l’etre”. 

Gambarannya dapat terkesan pada 

pertanyaan-pertanyaan seperti berikut: 

“apakah manusia itu?, apa yang 

dikatakan adil?, apa ada itu?, apa yang 

dimaksud dengan warna putih?”. Kalau 

dihubungkan dengan ilmu, apa yang 

merupakan ada atau “being” pada ilmu 

hukum adalah norma (patokan).14 

Dalam kajian ini, fokus unsur ontologi15 

terbatas pada metafisika umum. 

Kembali pada persoalan pokok, yakni 

“apa saja perbuatan yang dikategorikan 

sebagai pungutan liar?” diberikan uraian 

sebagai berikut. 

Pengertian tentang pungutan dalam 

kamus besar bahasa Indonesia adalah 

bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif 

yang wajib dibayarkan yang dilakukan 

oleh yang berwenang, dan pengertian 

liar dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah tidak teratur, tidak 

tertata. Secara umum pengertian 

                                                                                   
manusia dimana nilai di sini mencakup baik dan 

buruk serta benar dan salah. Selengkapnya lihat: 

Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: 

Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 1-2. 
14  Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi 

Kritis terhadap Hukum, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2013, hlm. 10.  
15  Ontologi (secara harfiah, kajian tentang yang 

ada) merupakan jaringan persoalan filsafat yang 

berpusat pada pertanyaan tentang jenis hal apa 

yang benar-benar berada dan jenis hal apa yang 

hanya mitos atau ilusi. Selengkapnya lihat: M 

Khozim (Penerjemah), Teori-teori Kebenaran: 

Pengantar Kritis dan Komprehensif, Nusa 

Media, Bandung, 2013, hlm. 108. 

Diterjemahkan dari Karya Richard L. Kirkharn, 

Theories of Truth: a Critical Introduction, MIT 

Press, 2008. 
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pungutan liar adalah kegiatan meminta 

sejumlah uang atau barang yang 

dilakukan dengan tidak tertata, tidak 

berijin resmi dan dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi dari aparat penegak 

hukum. Sehingga dapat dipahami 

bahwa pungutan liar (Pungli) 

merupakan segala bentuk pungutan 

tidak resmi yang tidak mempunyai 

landasan hukum. Maka tindakan 

pungutan tersebut dinamakan sebagai 

pungutan liar yang mana pelaku pungli 

selalu diikuti dengan tindakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan 

terhadap korban. Maka dapat dikatakan 

bahwa pungli merupakan tindakan 

pemerasan sedangkan dalam hukum, 

pemerasan merupakan tindak pidana.16 

Istilah lain yang dipergunakan oleh 

masyarakat mengenai pungutan liar atau 

pungli adalah uang sogokan, uang 

pelicin, salam tempel dan lain lain. 

Pungutan liar pada hakekatnya adalah 

interaksi antara petugas dengan 

masyarakat yang didorong oleh 

berbagai kepentingan pribadi.17 

Belum pernah didengar adanya 

tindak pidana pungli atau delik pungli. 

Sesungguhnya, pungutan liar adalah 

sebutan semua bentuk pungutan yang 

tidak resmi, yang tidak mempunyai 

landasan hukum.18 Tindak pidana 

pungutan liar tidak terdapat secara pasti 

dalam KUHP, namun demikian 

pungutan liar dapat disamakan dengan 

                                                             
16  Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Op. Cit., hlm. 

52-53. 
17  Ibid., hlm. 53-54. 
18  Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, 

Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, Penegakan 

Hukum terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan 

Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2012  (Studi Kasus di Polres Langkat), USU 

Law Journal, Vol. 6. No. 1 (Januari 2018) 109 – 

121, hlm. 113. 

tindak pidana penipuan, pemerasan dan 

korupsi.19  

Berdasarkan ketentuan pidana 

tersebut, kejahatan pungutan liar dapat 

dijerat dengan tindak pidana, antara 

lain: Pertama, tindak pidana penipuan, 

penipuan dan pungutan liar merupakan 

tindak pidana yang mana terdapat 

unsur-unsur yang sama dan saling 

berhubungan, antara lain untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum dengan 

rangkaian kebohongan untuk atau agar 

orang lain menyerahkan barang atau 

sesuatu kepadanya. Kedua, tindak 

pidana korupsi, tindak pidana korupsi 

yang sangat erat kaitannya dengan 

kejahatan jabatan ini, karena rumusan 

pada Pasal 415 Pasal Penggelapan 

dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 

tahun 1999 yang kemudian diperbaiki 

oleh UU No. 20 tahun 2001, yang 

dimuat dalam Pasal 8.20 

Pungutan liar adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau pegawai 

Negeri atau Pejabat Negara dengan cara 

meminta pembayaran sejumlah uang 

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan 

peraturan yang berkaitan dengan 

pembayaran tersebut. Hal ini sering 

disamakan dengan perbuatan 

pemerasan, penipuan dan korupsi.21 

Menurut Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, 

unsur-unsur dari perbuatan yang 

dikategorikan sebagai pungutan liar 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemberi menyerahkan harta 

dalam pungutan liar karena 

keterpaksaan, ancaman atau 

harapan untuk memperoleh 

                                                             
19  Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Op. Cit., hlm. 

55-57. 
20  Ibid., hlm. 57. 
21  Syamsir Alam, Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar  (Studi 

Kasus di Kabupaten Takalar), Skripsi, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 

2017, hlm. 23.  
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sesuatu misalnya kemudahan 

urusan atau percepatan urusan.  

b. Penerima harta dalam pungutan 

liar cenderung aktif meminta, 

bahkan mengancam dan memeras, 

serta menggunakan harta yang 

diperoleh dari pungutan liar 

digunakan untuk kepentingan 

pribadi.  

c. Pemberi dan penerima harta 

dalam pungutan liar berorientasi 

kepada pemenuhan kepentingan.22 

Pungutan liar termasuk dalam 

kategori kejahatan jabatan, di mana 

dalam konsep kejahatan jabatan 

dijabarkan bahwa pejabat demi 

menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain, menyalahgunakan kekuasaannya 

untuk memaksa seseorang untuk 

memberikan sesuatu, untuk membayar 

atau menerima pembayaran dengan 

potongan, atau untuk mengerjakan 

sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam 

rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e 

UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari 

Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam 

Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai 

tindak pidana korupsi, yang kemudian 

dirumuskan ulang pada UU No.20 

Tahun 2001, dijelaskan definisi 

pungutan liar adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan pegawai negeri atau 

penyelenggara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, atau 

dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa seseorang 

memberikan sesuatu, membayar, atau 

menerima pembayaran dengan 

potongan, atau untuk mengerjakan 

sesuatu bagi dirinya sendiri.23  

Pungutan liar adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau pegawai 

Negeri atau Pejabat Negara dengan cara 

meminta pembayaran sejumlah uang 

                                                             
22  Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Op. Cit., hlm. 

59. 
23  Ibid., hlm. 54-55. 

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan 

peraturan yang berkaitan dengan 

pembayaran tersebut. Hal ini sering 

disamakan dengan perbuatan 

pemerasan, penipuan dan korupsi.24 

2. Faktor-faktor Penyebab 

Terjadinya Pungutan Liar 

Uraian di bawah ini didasarkan atas 

pertanyaan yang bersifat epistemologi25, 

yaitu “apa saja faktor-faktor penyebab 

terjadinya pungutan liar?” Berdasarkan 

pertanyaan tersebut, persoalan 

utamanya adalah cara atau metode 

pelaku dalam melakukan perbuatan 

yang dinyatakan sebagai pungutan liar 

yang pada hakikatnya adalah suatu 

kejahatan. Menurut penulis, 

diketahuinya penyebab akan 

memudahkan untuk menentukan pola 

yang tepat sebagai solusi. 

Perpindahan harta dalam pungutan 

liar, lebih didasarkan pada keterpaksaan 

dan ancaman, baik dari sisi pemberi 

pungutan liar (dia memberikan 

pungutan liar karena khawatir 

urusannya tidak selesai atau ada 

keinginan agar urusannya dapat 

diselesaikan lebih cepat), maupun dari 

sisi penerima pungutan liar (dia 

menerima pungutan liar dengan maksud 

agar menguntungkan dirinya sendiri dan 

memperkaya diri sendiri). Sehingga 

dalam pungutan liar lebih dominan 

kepentingan pribadi dari masing-masing 

                                                             
24  Syamsir Alam, Loc. Cit., hlm. 23.  
25  Lebih jauh tentang logika hukum dapat 

dipilah dalam tiga aspek, yakni: ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah 

pernyataan secara keseluruhan keberadaan 
logika hukum; epistemologi adalah cara atau 

metode penggunaan untuk dapat bekerjanya 

logika hukum yakni dengan menggunakan 

logika deduksi, induksi, abduksi, dan deontik; 

sementara aksiologi adalah manfaat dari 

penggunaan logika hukum dalam 

pengembangan teoritikal hukum maupun 

praktikal hukum. Selengkapnya lihat: I Made 

Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, 

Kencana, 2016, hlm. 21. 
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pemberi maupun penerima pungutan 

liar.26 Penyebab seseorang melakukan 

pungutan liar, yaitu:  

a. Penyalahgunaan wewenang. 

Jabatan atau kewenangan 

seseorang dapat melakukan 

pelanggaran disiplin oleh oknum 

yang melakukan pungutan liar.  

b. Faktor mental. Karakter atau 

kelakuan dari pada seseorang 

dalam bertindak dan mengontrol 

dirinya sendiri.  

c. Faktor ekonomi. Penghasilan 

yang bisa dikatakan tidak 

mencukupi kebutuhan hidup tidak 

sebanding dengan tugas/jabatan 

yang diemban membuat seseorang 

terdorong untuk melakukan 

pungli.  

d. Faktor kultural dan Budaya 

Organisasi. Budaya yang 

terbentuk di suatu lembaga yang 

berjalan terus menerus terhadap 

pungutan liar dan penyuapan 

dapat menyebabkan pungutan liar 

sebagai hal biasa.  

e. Terbatasnya sumber daya 

manusia.  

f. Lemahnya sistem kontrol dan 

pengawasan oleh atasan.27 

Tingginya tingkat ketidakpastian 

pelayanan sebagai akibat adanya 

prosedur pelayanan yang panjang dan 

melelahkan menjadi penyebab dari 

semakin banyaknya masyarakat yang 

menyerah ketika berhadapan dengan 

pelayanan publik yang korupsi. Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan masyarakat cenderung 

semakin toleran terhadap praktik 

pungutan liar dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Pungutan liar 

merupakan suatu gejala sosial yang 

telah ada di Indonesia, sejak Indonesia 

masih dalam masa penjajahan dan 

                                                             
26  Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Op. Cit., hlm. 

58. 
27  Ibid., hlm. 53. 

bahkan jauh sebelum itu. Namun 

penamaan perbuatan itu sebagai 

perbuatan pungli, secara nasional baru 

diperkenalkan pada bulan September 

1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang 

bertindak selaku Kepala Operasi Tertib 

bersama Menpan dengan gencar 

melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), 

yang sasaran utamanya adalah pungli.28 

Berbicara mengenai penyebab 

terjadinya pungutan liar dan korupsi, 

asal mula kejadiannya hampir sama 

namun yang berbeda hanya jumlah 

besar kecilnya hasil yang diperoleh 

serta kesempatan.29 

Sebenarnya, mana yang lebih 

berbahaya, korupsi oleh kalangan atas 

(pejabat tinggi) ataukah korupsi 

kalangan bawahan? Menurut 

Onghokham, korupsi di kalangan 

pegawai menengah dan bawahan sering 

jauh lebih serius daripada korupsi jutaan 

di kalangan atas yang meliputi jumlah 

uang yang sangat besar, namun hanya 

oleh beberapa orang penguasa. 

Menurutnya, korupsi di kalangan 

pejabat menengah dan bawahan 

langsung bersangkut paut dengan rakyat 

(misalnya dalam pengurusan KTP, SIM, 

dan pungutan liar terhadap sopir), 

sedangkan korupsi di kalangan paling 

atas jarang sekali dirasakan oleh 

rakyat.30 

Tentu saja tidak semua sepakat 

dengan pendapat di atas. Mochtar Lubis 

misalnya, menegaskan bahwa sepintas 

lalu mungkin hal itu benar demikian, 

akan tetapi jika dipikirkan secara 

menyeluruh, maka korupsi dalam 

jumlah besar oleh pejabat tingkat atas 

                                                             
28  Ibid., hlm. 53-54. 
29  Ibrahim Hot, Rahasia Dibalik Sapu Bersih 

Pungli, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 40. 
30  Topo Santoso, Urgensi Pembenahan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam 

Mewujudkan Good Governance, Puslitbang 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

R.I., Jakarta, 2011, hlm. 79. 
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tidak kalah merugikan kepentingan 

masyarakat sendiri. Dana-dana besar 

yang seharusnya masuk ke kas negara, 

dan dapat dipergunakan untuk berbagai 

keperluan rakyat, telah menguap dan 

hilang begitu saja. Di samping itu, 

akibat yang tidak kalah buruknya adalah 

hilangnya kemampuan dan wibawa 

moral para pejabat tinggi yang 

melakukan tindak korupsi untuk 

menegakkan satu birokrasi pemerintah 

yang bersih.31 Dalam sejarah peradilan 

pidana, memang terjadi semacam 

diskriminasi alias ketidaksamaan antara 

kalangan atas dan kalangan bawah. 

Telah berlangsung lama anggapan 

bahwa pelaku kejahatan hanya dari 

kalangan bawah saja. Edwin H. 

Sutherland memiliki jasa dalam 

membongkar mitos tersebut. 

Gagasannya dengan istilah yang 

terkenal “white collar crime” seakan 

ingin menunjukkan bahwa, pelaku 

kejahatan dan kejahatan itu sendiri tidak 

hanya sekedar dilakukan dan berada di 

kalangan masyarakat yang rendah atau 

golongan miskin, melainkan dapat 

ditemukan juga dalam kelas-kelas 

masyarakat yang lebih tinggi dengan 

kerugian yang lebih spektakuler.32 

Tidak pandang bulu dalam 

menegakkan hukum memang sangat 

penting, karena dengan itu membantu 

memulihkan kepercayaan masyarakat 

terhadap hukum dan pemerintah. 

Dilalaikannya hal itu hanya akan 

membawa ketidakpercayaan yang 

parah, bahkan akut. Masyarakat sulit 

meyakini efektifnya berbagai lembaga 

yang dibentuk untuk menanggulangi 

korupsi atau efektifnya perundang-

undangan anti korupsi.33 James William 

Coleman dalam bukunya Criminal Elite 

- The Sociology of White Collar Crime 

mengajukan beberapa perbaikan yang 

                                                             
31  Ibid., hlm. 79. 
32  Ibid., hlm. 79-80. 
33  Ibid., hlm. 80. 

mesti dijalankan dalam menghadapi 

kejahatan kerah putih. Pertama, 

perbaikan di bidang etik. Setiap usaha 

untuk mengatasi problema kejahatan 

kerah putih mesti ditujukan untuk 

merubah iklim etik (ethical climate), 

baik di perusahaan maupun di lembaga 

pemerintah. Kedua, perbaikan dalam 

penegakan hukum. Ketiga, perbaikan 

secara struktural, misalnya mengadakan 

perubahan mendasar dalam struktur 

perusahaan guna meminimalisir 

kesempatan untuk melakukan aktivitas 

illegal. Terakhir adalah perbaikan secara 

politik. Kesulitan utama dalam 

menghadapi jenis kejahatan ini 

bukanlah dalam membongkar atau 

menguak aktifitasnya, melainkan lebih 

kepada kemauan politis untuk 

memecahkannya.34 Alasan bagi pelaku 

tetap melakukan praktek pungutan liar, 

diantaranya disebabkan karena adanya 

desakan faktor ekonomi untuk bertahan 

hidup dan praktek pungutan liar tersebut 

dianggap merupakan cara termudah 

untuk mendapatkan uang. Terkadang 

yang menjadi alasan lain sebagai dasar 

pelaku untuk tetap melakukan praktek 

pungutan liar tersebut, bahwa pelaku 

dituntut untuk menyetorkan sebagian 

hasil pungutannya kepada oknum 

tertentu sehingga secara tidak langsung 

pelaku tersebut merasa aman dan 

terlindungi oleh oknum tersebut untuk 

tetap melakukan praktek pungutan 

liar.35 

3. Manfaat Penegakan Hukum 

terhadap Pungutan Liar 

Uraian di bawah ini didasarkan atas 

pertanyaan yang bersifat aksiologi36, 

                                                             
34  Ibid., hlm. 80. 
35  Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, 

Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, Op. Cit., 

hlm. 117. 
36  Inti dari sudut pandang kefilsafatan dalam 

menentukan apakah suatu pengetahuan telah 

memasuki derajat keilmuan harus dipenuhi tiga 

unsur yakni: (1) ontologi; (2) epistemologi; dan 

(3) dan aksiologi. Ontologi adalah hakikat dari 
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yaitu “apa manfaat penegakan hukum 

terhadap pungutan liar?” Berdasarkan 

pertanyaan tersebut, persoalan 

utamanya adalah nilai yang diperoleh 

atau kegunaan atau manfaat dalam 

rangka penegakan hukum terhadap 

perbuatan yang dinyatakan sebagai 

pungutan liar. 

Maraknya pungutan liar atau yang 

sering disebut dengan “pungli” yang 

sudah lama terjadi sudah merambat ke 

berbagai lini, seperti di sektor 

pendidikan37, kesehatan, hukum38, 

pelayanan publik dan lain sebagianya 

sudah masuk kategori akut. Yang lebih 

                                                                                   
apa yang dijadikan objek pengkajian; 

epistemologi adalah cara-cara (metode) untuk 

mendapat pengetahuan yang benar, sementara 

aksiologi adalah tentang nilai kegunaan suatu 

ilmu. Selengkapnya lihat: I Made Pasek 
Diantha, Op. Cit., hlm. 89. Dengan gambaran 

yang sederhana dapat dikatakan; ada sesuatu 

yang perlu dipikirkan (ontologi), lalu dicari 

cara-cara memikirkannya (epistemologi), 

kemudian timbul hasil pemikiran yang 

memberikan suatu manfaat atau kegunaan 

(aksiologi). Selengkapnya lihat: Muljamil 

Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam: Dari 

Metode Rasional Hingga Metode Kritik, 

Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 1. 
37  Meskipun ada dana bantuan dari pusat, tapi 
tetap saja ada pungutan-pungutan liar yang 

dilakukan sekolah berkedok kesepakatan antara 

sekolah dan orang tua siswa. Tapi serta merta 

tidak bisa disalahkan sekolah saja. Praktek di 

luar, dana bantuan dari pusat tidak utuh sampai 

di sekolah. Entah di tingkat mana dana-dana 

tersebut dipangkas oleh oknum-oknum yang 

terhormat. Selengkapnya lihat: Kholid 

Musyaddad, Problematika Pendidikan di 

Indonesia, Edu-Bio; Vol. 4, Tahun 2013, hlm. 

53. 
38  Permainan kotor/curang oleh oknum petugas 
lapas merupakan pelanggaran atas hukum 

pidana. Permainan kotor yang berkait dengan 

suap, uang pelicin atau pemberian bentuk lain, 

hanya dapat diberikan oleh mereka yang kaya 

raya. Di sisi lain, pungutan liar merupakan 

fenomena tersendiri untuk mendapatkan fasilitas 

tertentu di dalam lapas. Selengkapnya lihat: 

Y.A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Menalar 

Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan, 

Masalah-masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, 

Januari 2017, halaman 48-54, hlm. 52. 

ironis lagi sampai ke sektor agama 

seperti penyelenggaraan haji bahkan 

pemakamanpun sudah terjangkit 

penyakit pungli. Instansi dan lembaga 

pemerintah serta organisasi yang 

bernaung di bawah pemerintahan 

dijadikan ladang subur berkembangnya 

virus pungli.39 

Pada masa Undang-Undang No. 3 

Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan 

Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 

tentang Operasi Penertiban, dengan 

tugas membersihkan pungutan liar, 

penertiban uang siluman, penertiban 

aparat pemda dan departemen. Untuk 

memperlancar dan mengefektifkan 

pelaksanaan penertiban ini ditugaskan 

kepada Menteri Negara Penertiban 

Aparatur Negara, untuk mengkoordinir 

pelaksanaannya dan Pangkopkamtib 

untuk membantu Departemen/Lembaga 

pelaksanaanya secara operasional.40 

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan 

hukum pidana terhadap pungutan liar 

bukan baru saja dilakukan pasca 

reformasi akan tetapi jauh sebelum 

adanya era reformasi, kebijakan hukum 

pidana atas hal tersebut sudah 

dilaksanakan.  

Kebijakan hukum pidana dalam 

bahasa Inggris disebut dengan penal 

policy. Istilah “policy” sering 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

dengan kata “politik”, oleh karena itu 

berbicara mengenai politik hukum 

pidana tidak terlepas dari pembicaraan 

mengenai politik hukum secara 

keseluruhan karena hukum pidana 

adalah salah satu bagian dari ilmu 

hukum.41 Menurut Sudarto yang 

                                                             
39  Ibrahim Hot, Op. Cit., hlm. 1. 
40  Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Op. Cit., hlm. 

54. 
41  Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan 

Penanggulangannya, Deepublish, Yogyakarta, 

2017, hlm. 65. 
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dimaksud dengan kebijakan kriminal 

adalah:  

a. Dalam arti sempit, ialah 

keseluruhan asas dan metode yang 

menjadi dasar dari reaksi terhadap 

pelanggaran hukum yang berupa 

pidana.  

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan 

fungsi dari aparatur penegak 

termasuk di dalamnya cara kerja 

dari pengadilan dan polisi.  

c. Dalam arti paling luas, ialah 

keseluruhan kebijakan, yang 

dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi, 

yang bertujuan untuk menegakkan 

norma-norma sentral dalam 

masyarakat.42 

Pembuat kebijakan kriminal adalah 

negara dalam hal ini Pembentuk 

Undang-Undang (DPR bersama 

Pemerintah). Kebijakan demikian 

adalah politik hukum pidana yang 

merupakan kewenangan pembentuk 

undang-undang. Pembentuk undang-

undang harus sangat hati-hati dalam 

merumuskan suatu perbuatan sebagai 

perbuatan yang dapat dipidana 

(strafbaarfeit). Selain itu, menyatakan 

suatu perbuatan yang semula bukan 

perbuatan pidana menjadi perbuatan 

pidana harus mendapat kesepakatan dari 

seluruh rakyat yang diwakili oleh para 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

bersama dengan Presiden.43 

Berdasarkan uraian di atas, manfaat 

penegakan hukum terhadap pungutan 

liar ditinjau dari aspek kebijakan 

kriminal dalam arti yang luas, yaitu 

ditinjau dari aspek penegakan norma-

                                                             
42  Tina Asmarawati, Delik-delik yang Berada 

di Luar KUHP, Deepublish, Yogyakarta, 2014, 

hlm. 383. 
43  MK Media, Sanksi Pidana bagi Perantara 

Tindak Asusila Konstitusional, Majalah 

Konsitusi Nomor 123 Mei 2017: Perda 

Kabupaten Kota, hlm. 29. 

norma sentral dalam masyarakat adalah 

sebagai berikut:  

1. Setiap tindak pidana yang 

dilakukan oleh siapapun harus 

ditindak secara tegas tanpa 

memandang status, walaupun 

pelakunya adalah aparat hukum 

sendiri.44 

2. Berdampak terhadap kehidupan 

bermasyarakat atau memberi 

manfaat dan berdaya guna (utility) 

bagi masyarakat yang 

mengharapkan penegakan hukum 

untuk mencapai suatu keadilan.45 

3. Menghilangkan anggapan 

masyarakat bahwa praktek 

pungutan liar sebagai pembenaran 

serta bagi pelaku itu sendiri akan 

timbul mental yang baik serta 

timbul jiwa untuk berjuang atau 

jiwa untuk berusaha.46 

C. Penutup 

Kesimpulan yang diperoleh dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang dikategorikan 

sebagai pungutan liar (sogokan, 

uang pelicin, salam tempel) 

adalah sebagai berikut:  

a. Tindak pidana penipuan. 

Pelaku pungli menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum dengan 

rangkaian kebohongan untuk 

atau agar orang lain 

menyerahkan barang atau 

sesuatu kepadanya.  

b. Tindak Pidana Pemerasan. 

Pungli yang diikuti dengan 

tindakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan terhadap 

korban 

c. Tindak pidana korupsi. 

Pungutan liar termasuk dalam 

                                                             
44  Mulya Hakim Solichin, Alvi Syahrin, 

Mahmud Mulyadi, dan M. Ekaputra, Op. Cit., 

hlm. 110. 
45  Ibid., hlm. 113. 
46  Ibid., hlm. 119. 



12 

kategori kejahatan jabatan, 

yaitu pejabat demi 

menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain, 

menyalahgunakan 

kekuasaannya untuk memaksa 

seseorang untuk memberikan 

sesuatu, untuk membayar atau 

menerima pembayaran dengan 

potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya sendiri. 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya 

pungutan liar yang pada 

hakekatnya adalah interaksi antara 

petugas dengan masyarakat yang 

didorong oleh berbagai 

kepentingan pribadi, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Penyalahgunaan wewenang. 

Jabatan atau kewenangan 

seseorang dapat melakukan 

pelanggaran disiplin oleh 

oknum yang melakukan 

pungutan liar.  

b. Faktor mental. Karakter atau 

kelakuan dari pada seseorang 

dalam bertindak dan 

mengontrol dirinya sendiri.  

c. Faktor ekonomi. Penghasilan 

yang bisa dikatakan tidak 

mencukupi kebutuhan hidup 

tidak sebanding dengan 

tugas/jabatan yang diemban 

membuat seseorang terdorong 

untuk melakukan pungli.  

d. Faktor kultural dan Budaya 

Organisasi. Budaya yang 

terbentuk di suatu lembaga 

yang berjalan terus menerus 

terhadap pungutan liar dan 

penyuapan dapat menyebabkan 

pungutan liar sebagai hal biasa.  

e. Terbatasnya sumber daya 

manusia dan lemahnya 

pengawasan oleh atasan. 

f. Pelaku dituntut untuk 

menyetorkan sebagian hasil 

pungutannya kepada oknum 

tertentu sehingga secara tidak 

langsung pelaku tersebut 

merasa aman dan terlindungi 

oleh oknum tersebut untuk 

tetap melakukan praktek 

pungutan liar. 

3. Manfaat penegakan hukum 

terhadap pungutan liar adalah: 

a. Setiap tindak pidana yang 

dilakukan oleh siapapun harus 

ditindak secara tegas tanpa 

memandang status, walaupun 

pelakunya adalah aparat hukum 

sendiri. 

b. Berdampak terhadap 

kehidupan bermasyarakat atau 

memberi manfaat dan berdaya 

guna (utility) bagi masyarakat 

yang mengharapkan penegakan 

hukum untuk mencapai suatu 

keadilan. 

c. Menghilangkan anggapan 

masyarakat bahwa praktek 

pungutan liar sebagai 

pembenaran serta bagi pelaku 

itu sendiri akan timbul mental 

yang baik serta timbul jiwa 

untuk berjuang atau jiwa untuk 

berusaha. 
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